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KABUPATEN / (RPJM ) 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

penyelenggaraan tugas umum 
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partisipatif di kecamatan Pujon 
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KECAMATAN 

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Kecamatan Pujon 

Persentase tingkat partisipasi 

masyarakat/perwakilan masyarakat 

dalam pelaksanaan musrenbangCam 
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Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) :  80,55 % 

Persentase Tingkat partisipasi masyarakat 

/ perwakilan masyarakat dalam 

pelaksanaan musrenbangCam : 90 % 

 

 

 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

 

 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkaet dengan kewenangan lain yang 

dilimpahkan 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkaet 
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KEGIATAN 

SUB KEGIATAN 



              

 

CROSSCUTTING 2022 PERENCANAAN 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
2.1     Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan  di Tingkat Kecamatan 
2.1.1  Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan 
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait 
2.2     Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangdilimpahkan kepada Camat 
2.2.1  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain 
yang dilimpahkan 

 

 
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Kecamatan Pujon 

Persentase tingkat partisipasi 

masyarakat/perwakilan masyarakat 

dalam pelaksanaan MusrenbangCam 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH        
KABUPATEN/KOTA 
1.1      Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
1.1.1  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar                   
realisasi Kinerja SKPD  
1.2     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
1.2.1  Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 
1.2.2  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
1.3      Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
1.3.1  Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 
1.4     Administrasi Umum Perangkat Daerah 
1.4.1  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
1.4.2  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
1.4.3  Fasilitas Kunjungan Tamu 
1.4.4  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
1.5     Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
1.5.1  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Lainnya 
1.6     Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
1.6.1  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
1.6.2  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 
1.6.3  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
1.7     Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem Daerah 
1.7.1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
1.7.2  Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
1.7.3  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
 
 

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

6.1     Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

6.1.1  Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa 

4. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 
UMUM 
5.1     Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
sesuai penugasan Kepala 
Daerah 
5.1.1  Fasilitasi, Koordinasi, 
dan Pembinaan (Bimtek, 
Sosialisasi, Konsultasi) 
Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional 

3. PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM  
4.1     Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
4.1.1  Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tentara Nasional 
Indonesia, dan Instansi Vertikal 
di Wilayah Kecamatan 

 


